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PUTUSAN
Nomor  95/Pdt.G/2023/PA.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat  pertama  dalam

persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat,

antara:

PENGGUGAT,  NIK  6301037009910003,  tempat  dan  tanggal  lahir

Awang  Bangkal,  10  Juli  1989,  agama  Islam,  pekerjaan

Karyawati  rumah  makan,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di, Kecamatan Karang Intan, xxxxxxxxx xxxxxx,

sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  Pabahanan,  18  Juli  1981,

agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxx,  pendidikan SLTP, tempat kediaman di,  Kecamatan

Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa,  Penggugat  dalam surat  gugatannya  tertanggal  18  Januari  2023

yang  didaftarkan  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Martapura  dengan

perkara Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Mtp. tanggal 18 Januari 2023 telah mengajukan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27  Juli  2007 Penggugat dan Tergugat telah
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melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang  Intan,  xxxxxxxxx  xxxxxx

sebagaimana  sesuai  dengan  Duplikat  Kutipan  Akta Nikah  Nomor  :

B.112/Kua.17.03.04/PW.00/07/2022 tertanggal 13 Juli 2022;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun,

kemudian  pindah  kerumah  bersama  selama  kurang  lebih  10  tahun,  yang

sama-sama beralamat di  Desa Pabahanan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxx xxxx; 

3. Bahwa,  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK Ilahir tanggal 27 April 2010, dan

sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan

sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara

lain : 

a. Tergugat  bersifat  keras  kepala  dan  suka  berkata  kasar  kepada

Penggugat, bahkan Tergugat juga sering mengusir Penggugat dari tempat

kediaman bersama ketika terjadi perselisihan;

b. Pihak  keluarga  Tergugat  suka  ikut  campur  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa,  perselisihan  terakhir  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi

pada bulan Juni  2022,  Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat  dan pulang

kerumah kerabat Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu

antara  Penggugat  dengan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  dan tidak

pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7

bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin

dan Tergugat  sudah tidak lagi  memberi  nafkah wajibnya kepada Penggugat
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serta  tidak  ada  suatu  peninggalan  apapun  yang  dapat  digunakan  sebagai

pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  saat  ini,  dengan  harapan  suatu  saat

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya

tidak demikian

9. Bahwa,  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  yang

demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah

warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan

sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10.Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Peraturan Pemerintah No.  9 Tahun 1975,  dan untuk itu Penggugat  mohon

kepada  Ketua Pengadilan Agama Martapura cq.  Majelis  Hakim  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11.Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Martapura cq.  Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; 

Subsider:

Jika  Majelis  Hakim berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai
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wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

95/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 01 Februari 2023 yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat

agar tidak bercerai dengan Tergugat,  tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan  Penggugat  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum  yang  maksud  dan

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pembuktian 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Ikrimah, Nomor  :

S-41/022/6303062014, yang dikeluarkan oleh Pambakal  Awang Bangkal

Barat,  Kecamatan Karang Intan,  Kabupaten  Banjar,  tanggal  18  Januari

2023. Bukti  surat tersebut telah diberi  meterai  cukup, telah dinazegelen

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi  tanda

P.1;

2. Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

B.112/Kua.17.03.04/PW.00/07/2022,  yang  dikeluarkan  oleh  KUA

Kecamatan Karang Intan, Kota Banjar tanggal  13 Juli  2022. Bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI  I,  tempat  tanggal  lahir  Abirau,  06  Juli  1972,   agama  Islam,
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pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di

Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, dalam persidangan mengaku

sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; 

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga

pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis dikarenakan

Tergugat bersifat keras kepala, sering berkata kasar dan keluarga Tergugat

juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penguggat dan Tergugat telah pisah 7 (tujuh)

bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa  saksi  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  namun  tidak

berhasil; 

2. SAKSI  II,  tempat  tanggal  lahir  Awang Bangkal,  04  April  1974,   agama

Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat

kediaman  di  Kecamatan  Karang  Intan,  Kabupaten  Banjar,  dalam

persidangan  mengaku  sebagai  tante  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; 

- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
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di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama hingga

pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan  harmonis  namun  sudah  2  (dua)  tahun  tidak  harmonis  dikarenakan

Tergugat bersifat keras kepala, sering berkata kasar dan keluarga Tergugat

juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penguggat dan Tergugat telah pisah 7 (tujuh)

bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa  saksi  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  namun  tidak

berhasil

Kesimpulan

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  segala  yang  tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa  surat  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  adalah

mengenai  cerai  gugat  antara  orang  Islam  yang  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006   tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang  Peradilan  Agama  dan  Penjelasannya  dalam  huruf  a  angka  9,  maka

perkara  ini  menjadi  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  untuk  menerima,

memeriksa dan mengadili perkara tersebut;, bahwa penentuan kompetensi relatif

terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan

ketentuan  tersebut,  oleh  karena  Penggugat  bertempat  kediaman  di  wilayah

Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo; 

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  mendalilkan

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat

di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  Penggugat  memiliki  hubungan  hukum  dan  kepentingan  hukum

(rechtsbevoegheid) dalam perkara  a quo, sehingga Penggugat mempunyai  legal

standing  untuk mengajukan gugatan perceraian perkara  a quo (legitima persona

standi in judicio); 

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor

95/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 01 Februari 2023 yang

dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah (without default reason);

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sesuai  ketentuan

Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan
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Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  namun  tidak  berhasil;,  bahwa  oleh  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana

diatur  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek   

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak

hadir  dan  gugatan  Penggugat  tersebut  harus  diperiksa  secara  verstek,

sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  dan  meneliti  surat  gugatan

Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana yang termuat  dalam surat  gugatan pada duduk

perkara di muka;

Menimbang,  bahwa  dari  hasil  telaah  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa

secara normatif  Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal  19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  memberikan jawaban atau tanggapan

apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus

dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang

dalam  pemeriksaannya  menganut  asas  mempersulit  perceraian  dan  untuk

memastikan  bahwa  gugatan  Penggugat  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,

maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  membuktikan  dalil-dalilnya.  Hal  ini  sejalan

dengan maksud ketentuan Hasil  Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2015  Sebagai
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Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  yang  menyatakan  bahwa

pemeriksaan  secara  verstek  terhadap  perkara  perceraian  tetap  harus  melalui

proses pembuktian.  Oleh sebab  itu,  maka terhadap  Penggugat  dibebani  untuk

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa

yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut

(he  who  asserts  must  prove),  hal  mana  diatur  pula  dalam  Pasal  283  R.Bg.

Pembebanan  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  harus  ditetapkan

menurut  keadaan  yang  patut  (billijkheid)  yaitu  relevansi  alat-alat  bukti  dengan

pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,

maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib

dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah  benar  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  diwarnai

perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?

2. Apakah  benar  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  dan

sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama

Murni bin Sedap dan Maskanah binti Adul;

Menimbang,  bahwa terhadap bukti  surat  yang  diajukan Penggugat  akan

dipertimbangkan sebagai berikut: 

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup,

telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya

relevan  dengan  materi  perkara  ini.  Dengan  demikian,  bukti  tersebut  dapat

diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal  3 ayat  (1)  jo.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat

Edaran  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama Nomor  1  Tahun  2021

tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal

1888 KUHPerdata;
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- Bahwa bukti  P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat

yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat,

sehingga  mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat

(volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg

jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili,  isinya

menerangkan  bahwa  Penggugat  saat  ini  bertempat  tinggal  di  wilayah

Kabupaten  Banjar.  Bukti  tersebut  sekaligus  menegaskan  kembali  bahwa

Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan

memutus perkara a quo;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam perkara a

quo merupakan bukti utama (prima facie evidence) terhadap suatu perkawinan

berdasarkan  agama  dan  perundang-undangan.  Berdasarkan  bukti  tersebut,

harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggal 27 Juli 2007 yang hingga kini belum pernah bercerai.

Selanjutnya  dari  hubungan  perkawinan  tersebut  dijadikan  alas  dasar  oleh

Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat

(1)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi,  sehingga  Penggugat  memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing  untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan

bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana

tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  pada

pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan

pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan
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dari  keluarga/orang  dekat  Penggugat,  keduanya  dianggap  oleh  Penggugat

mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya

telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat,

sudah  disumpah  dan  telah  memberikan  keterangan  di  depan  sidang  satu

persatu secara bergantian, hal mana  telah sesuai dengan ketentuan Pasal

171,  172  serta  Pasal  175  R.Bg,  karenanya  para  saksi  Penggugat  telah

memenuhi syarat formil;

- Bahwa  keterangan  para  saksi  Penggugat  pada  pokoknya  merupakan

rangkaian  keterangan  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  yang pada pokoknya sudah tidak  rukun karena sering bertengkar

yang  disebabkan  Tergugat  bersifat  keras  kepala,  sering  berkata  kasar  dan

keluarga Tergugat juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  dan saat  ini  Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat

tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak

terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi. Pihak keluarga

sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,

namun tidak berhasil;

- Bahwa  keterangan  yang  disampaikan  oleh  saksi-saksi  Penggugat  tersebut

adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri

oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan

dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  maka dari  itu keterangan para

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa oleh  karena saksi-saksi  Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil  dan materiil,  maka keterangan saksi-saksi  tersebut memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil  gugatan Penggugat yang

dihubungkan  dengan  analisis  alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat  di
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persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

menikah pada tanggal 27 Juli 2007;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun

dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  mulai  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

dikarenakan  Tergugat  bersifat  keras  kepala,  sering  berkata  kasar  dan

keluarga Tergugat juga suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa antara  Pengugat  dan  Tergugat  telah  pisah 7  (tujuh)  bulan

lamanya dan selama itu tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa pihak  kelaurga  telah  berusaha  merukunkan  Pengugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;  

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  petitum  Penggugat  dan  fakta  hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  petitum  tersebut  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan   seluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban  terhadap  petitum  ini  akan  dicantumkan  dalam  konklusi  dan  diktum

putusan;

Pertimbangan  Angka  2  tentang  Menjatuhkan  Talak  Satu  Ba’in  Shughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal  39

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur  bahwa untuk

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak

akan  dapat  rukun  sebagai  suami  istri  setelah  Pengadilan  berusaha  dan  tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf

f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
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Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan

pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup

rukun  lagi  dalam rumah  tangga;,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum dalam

pasal-pasal  tersebut di  atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi

untuk terjadinya perceraian, yaitu: 

.    Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; 

. Perselisihan  dan  pertengkaran  menyebabkan  suami  istri  sudah  tidak  ada

harapan untuk kembali rukun; dan 

. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri  lembaga

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram

dan  berdampak  luas  bagi  struktur  masyarakat  dan  menyangkut

pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika

perkawinan sudah pecah (broken mariage) dengan indikator yang secara nyata

telah terbukti.  Hal  ini  sebagaimana hasil  Rumusan Kamar  Agama dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2018  Sebagai

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  pertama  sampai  dengan

kedua, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya

sudah tidak rukun dan harmonis karena .sering terjadi perelisihan yang disebabkan

Tergugat bersifat keras kepala, sering berkata kasar dan keluarga Tergugat juga

suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keduanya

saat ini telah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan

adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur

“adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus”  dipandang telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu

selama  berpisah  tempat  tinggal,  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  tidak  saling  mengunjungi  lagi,  bahkan pihak

keluarga  sudah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat
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yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat

dan  Tergugat  sudah  tidak  saling  mencintai  dan  tidak  saling  memperdulikan,

sehingga  Majelis  Hakim menilai  tindakan  yang demikian  ini  merupakan bentuk

ketidakwajaran  dari  rumah  tangga  yang  rukun  dan  harmonis.  Oleh  sebab  itu,

Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami

istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara

a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan

menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sesuai  ketentuan

Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan

telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil”  juga telah terpenuhi

dalam perkara  a quo;, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis

Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah

(broken mariage);,  bahwa sesuai  dengan abstraksi  hukum Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal  26 Maret 1997 yang

menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-

pecah,  di  mana  keduanya  sudah  tidak  berdiam  serumah  lagi  dan  tidak  ada

harapan  untuk  dapat  hidup  rukun  kembali  sebagai  pasangan  suami  istri  yang

harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai

pasal  19  huruf  f  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  dan  selanjutnya

Majelis  Hakim mengambil  alih  isi  yurisprudensi  tersebut  di  atas sebagai  bahan

pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil

gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan

terbukti;, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah

tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman

dan  kedamaian,  sehingga  harapan  untuk  membentuk  keluarga  yang  kekal,

bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam firman

Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:
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بيَنْكَمُ وجََعلََ إلِيَهْاَ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا أنَفسُِكمُْ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ آياَتهِِ ومَِنْ

ٍ لَياَتٍ لكَِٰذَ فيِ إنِّ ۚورََحْمَةً مّودَةًّ   يتَفَكَرُّونَ لقَّومْ
Artinya:  “Dan  di  antara  tanda-tanda  (kebesaran)-Nya  ialah  Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar  kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,  dan
Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,
pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974   tentang  Perkawinan

sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tetap  berlangsung  seperti  ini  tidak  akan  memberi  harapan  kebaikan

(mashlahah),  justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya) mudharat dan

mafsadat yang  berpotensi  ditimbulkan  akibat  pertengkaran  antara  suami  istri.

Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan

kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan

seperti  itu  terjadi,  maka  menghindari  kemudharatan  (mafsadat)  harus  lebih

diutamakan  dari  pada  mengharapkan  kebaikan  (mashlahah).  Hal  ini  sejalan

dengan kaidah fikih yang berbunyi:

      المَْصَالحِِ جَلبِْ علَىَ مُقَدمٌّ المَْفَاسِدِ درَْءُ

Artinya : “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk

pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil  Penggugat telah

dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim

juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;,

bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo adalah talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat
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(2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo akan diputus dengan menjatuhkan talak

satu  ba’in  shughra  Tergugat terhadap Penggugat;,  bahwa yang dimaksud talak

satu  ba'in shughra di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi  boleh akad nikah baru

dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Konklusi

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  terdahulu,  telah

diketahui  bahwa petitum gugatan Penggugat  telah dikabulkan,  dan oleh karena

Tergugat  tidak pernah hadir  di  persidangan,  maka sesuai  ketentuan Pasal  149

R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan

dinyatakan dalam amar putusan ini;  

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009,  maka  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat;,  peraturan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum  syar’i yang  berkaitan  dengan

perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa tanggal  07  Februari  2023 Masehi  bertepatan dengan tanggal  16 Rajab

1444  Hijriah  oleh  Hj.  Mursidah,  S.Ag.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Hj.  Luhfiyana,
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S.Ag.,S.H., M.H dan Mohammad Febry Rahadian, S.H, masing-masing sebagai

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hj.  Mastainah,  S.H. sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hj.Luthfiyana, S.Ag.S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H

                                                 Panitera Pengganti,

 

                                                      Hj. Mastainah, S.H.

Perincian biaya : 

1.   Pendaftaran   Rp       30.000,00 

2.   Proses              Rp       75.000,00 

3.   Panggilan   Rp     450.000,00

4.   PNBP Panggilan            Rp      20.000,00

5.   Redaksi  Rp       10.000,00 

6.   Meterai   Rp       10.000,00  

      Jumlah                 Rp     595.000,00 

               (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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